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Tujuan

SOP ini bertujuan untuk:

1. Pencatatan Saldo Awal Barang Milik Negara yang penerimaannya sebelum tahun
anggaran berjaan;

2. Pengelolaan BMN agar memenuhi azas fungsional, kepastian hukum, transparansi,

efisiensl, akuntabilitas, dan kepastian;

Tercapainyatertib administrasi pengel olaan barang milik/kekayaan Negara;

Mempermudah pengawasan dan penyelamatan barang milik/kekayaan Negara;

Mempermudah dalam menghitung kekayaan Negara;

Tercapainya penghematan keuangan Negara;

Menjamin keamanan barang milik Negara: fisik, administrative dan hukum;

Noogkw

Pengertian/ Defenis

SIMAK-BMN adalah sub sistem dari SAl yang merupakan prosedur pengolahan
dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi yang tepat dan valid untuk
penyusunan neraca dan laporan BMN sesual dengan peraturan/ketentuan yang berlaku.
Laporan tersebut meliputi semua laporan barang yang dibeli atau diperoleh atas beban
APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Ruang Lingkup

SOP ini meliputi:

1. Menyediakan data sebagal bahan pijakan untuk merencakan dan menentukan
kebutuhan barang-barang milik/kekayaan Negara;

2. Memberikan informasi sebagai bahan masukan untuk pengadaan barang
milik/kekayaan Negara;

3. Menjadi pedoman dalam pendistribusian barang milik/kekayaan Negara;

4. Menyediakan data/ informasi dalam menentukan kondisi barang milik/kekayaan
Negara (rusak/berlebih) dan penghapusan serta pertanggungjawabannya;

5. Membinakatalogisasi dan standarisasi barang milik/kekayaan Negara.

Pelaksana

SOP ini berlaku bagi seluruh unit kerjadi lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe

terkait dengan proses Pencatatan Saldo Awal Barang Milik Negara.

Dasar Hukum

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang K euangan Negara;

2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Keppres 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pel aksanaan Pengadaan Barang / Jasa
Pemerintah,

4. PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah;

5. PP No. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah;
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6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tatacara
Pel aksanaan Pel aksanaan Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang
Milik Negara;

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/PMK.06/2007 tentang
Penatausahaan Barang Milik Negara;

8. Peraturan Menteri Keuangan No. 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi
Barang Milik Negara.
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